KEPUTUSAN MENTERL AGAMA REBPULBLIK INDUMNESIA

NOMOR 5 TAITUN 1995
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

B cnimbang

Lengingat

MENTER] AGAMA REPUBLIK INDOMESLA,

bahwa dalam menunjang pembingunan nasionul di bidang
pendidikan, dipandeng perlu melaksanakan Pambukaan dan
Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model,
motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasiona] {Lembaran Negara Tahun 1989
Momor &, Tembahan Lembaran Negars Nomgr 3390);

Pernturan Pemerintah Nomor 28 Tahua 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Megara Tahun 1990 Nomaor
36, Tambahan Lembaran Megara Nomor 34I1};*

3, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomar 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)

4, Keputusan Presiden Momor 44 Tahun 1974 lentung
Pokok-pokok Crganisasi Depiricnen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 1entany
Susunan Oepanisasi, sebagaimana iclah beberapa kuli

divbahb, wrakhic dongan Kepulusan Presiden Momor 6
Tahun 1995,

6. Keputusan...



sinprerhiatikan

t0.

Keputusan Bersama Mernteri Agama, Menteri Pendidik
dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1975 Nomor 037/U71975 dan Nomor 35 Taht
1975 tentang Peningkalan Mutu Pendidikan pada Madr
sah:

Keputusan Menteri Agnma Nomor 18 Tahun 1975 1entar
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agan
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keput
san Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

Keputusan Menier: Agama Nomor 45 Tahun 198] tenian
Penyempurnaan Organisasi dan Tuta Kerja Kantor Wils
yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departeme
Agama Kabupnrcnfﬂolanrad}fa dan Balai Pendidikan da
Latiian Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Keputusan Menweri Agama Nomor 15 Tahun [978 tentan

Susunan Organisusi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiya
MNegerr ’ Y.

Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 rentan,

Susunain Organisnsi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyal
Negeri:

- Keputusan Menrer; Agama Nomor 17 Tahun 1978 1entan;

Susunan Organisasi dan Tuta Kerja Madrasah Aldiyat
Negeri:

Persciujuan Menteri Negara Pendayagunann Aparatur Negara
dengan Surat Nomor B-1330/1/]995 tanggal 31 Okiober 1995,
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTER] AGAMA TENTAMNG FPEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantam
dalam Lampiran 1 dan Lampiran 11 Kepatusan ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tana
Kerjn Madrasalh tidaiyah Negeri diatur sesuan kelentuan
Pasal 1 sampal dengan Pasal @ Kepulusan Meznteri Agam:
Momor L5 Tahan 1978,

Kedutdukan, tugas dan fuongsi, Susunan Organisasi dan Tat:
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diajur sesuai keteotuag
Pazal | sampal dengan Pasal 9 Keputusan bMentert Agami
Momeor (6 Tahun 1978,

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Crganisasi dan Tau
Kedja Madrasah Aliyah MNegeri diatur scsuai kch.‘.ntunn Pasal |

sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menleri Agama ﬂuma: 17
Tahun 1978,

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaas
Kepulusan ini diatur oleh Direkivr Jenderal Pembinaas
Kelembagaan Agama [slam.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Hopember 1995

EMTER] AaGAMA REPUBLIK 1DDI":IE.5]H,
1 Lcri.ln

—"L.-’L-._



1. Menko Kesra |

5 Koelua Badan Pemeriksa Reuangan

1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Menteri Dalam Neperi v

5. Menteri Keuangan RA

. Komisi X DPR-RI;

7. itjen Anggaran Departemen Keuangan Rl

b, Sckjen/Dirjen Binbaga Istam/ Rirjen Bimas Islam dan Urusan
I aji/ Irjen/ Kabalitbany; Apama/Stal Ahli Menten Agama

Y Para Gubernur KDH Tingkat | selaruh Indonesia

10. Para Kepala Biro/ Dircktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/ [nspektur/ Kapuslitbang Apama /Sekretaris Diljen
Binbaga Islam/ Kapusdiklal Pegawai di lingkungan Departemet
Agama Jakarta ;

11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/sctingkat di
seluruh Indonesia ;

12, Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh
Indonesia ;

14, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di selurub Indoensia ;
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